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12. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Os
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4sr6l sebagaimana telah aiuuarr
dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2olo tentang
Pembahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oos
tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zorl Nomor l,10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515S);

L4. Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembara., N.gu.r.
Republik Indonesia Nomor aSTBI;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oos tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zbos Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4sg5);

16. Peraturan Pemerintah Nomor z9 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

L7. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembalan Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 461fl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar' Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Jndonesia
Tahun 2orc Nomor 123, Tambahan Lembaran- Negara Republik
Indonesia Nomor S165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52191;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrln 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuan[an Daerah (Berita Negara Repubti[
Indonesia Tahun 2OLl Nomor S10);


